
1 

 

PERANAN  DPRD  DALAM  MELAKSANAKAN  OTONOMI  DAERAH  

DI  KABUPATEN  MERAUKE 

 

 

 

SIKRIPSI 

Untuk  dapat  memenuhi  syarat  dalam  mencapai  derajat  strata  satu  pada  Fakultas  

Hukum  Universitas  Kristen  Indonesia  (UKI) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Disusun  Oleh : 

 

 Nama  : Yustus  Meriwa 

NPM  : 12.400.501.09 

 

 

 

 

FAKULTAS  HUKUM                                                                                                    

UNIVERSITAS  KRISTEN  INDONESIA                                                                                  

JAKARTA, 18  AGUSTUS  2017



ii 

 

FAKULTAS  HUKUM 

UNIVERSITAS  KRISTEN  INDONESIA 

JAKARTA 

TANDA PERSETUJUAN PERSIDANGAN 

 

NAMA :  Yustus  Meriwa  

NPM : 12.400.501.09 

Program Kekhususan :  Hukum  Tata  Negara 

Judul  Skripsi : PERANAN DPDR DALAM MELAKSANAKAN 

OTONOMI  DAERAH  DI  KABUPATEN  MERAUKE 

 

 

Disetujui: 

  Dosen  Pembimbing I, 

 

 

 

D              Dr. Daniel  Yusmic  P . F, SH,. MH 

  Dosen  Pembimbing II, 

 

 

 

             Poltak SiringoRingo, SH,. MH 

  

 

 

Mengetahui  

Ketua  Progam  Kekhususan : Hukum Tata Negara 

 

 

 

 

 

 Poltak  SiringoRingo, SH,. MH 



iii 

 

SKRIPSI 

 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S-1)  

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 

 

 

 

Disusun Oleh : 

  NAMA  : Yustus  Meriwa 

NPM     : 12.400.501.09 

 

Telah dipertahankan di depan oleh Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 18 

Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

Susunan Tim Penguji 

  

                        Dosen   Pembimbing I, 

 

 

 

           Dr. Daniel Yusmic  P. F, SH,. MH                

                    Dosen   Pembimbing II, 

 

 

                      

       

  

 

Anggota  Tim  Penguji, 

 

 

 
 

Tomson Situmeang, SH,. MH

Poltak SiringRingo, SH,. MH 



iv 

 

ABSTRAK 

 

A. Nama :  Yustus   Meriwa   

B. Judul  :  Peranan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  

dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  di  kabupaten  

merauke 

C. Kalimat  Kunci    : Penguatan  peranan  dewan  perwakilan  rakyat   daerah  

(DPRD)  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah   sesuai  

dengan  hak, wewenang  dan  kewajibannya. 

D. Halaman : xiii  +  195 

E. Isi : 

 

           Dalam  pemutaran  roda  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  

Indonesia  dikenal adanya   istilah  otonomi  daerah. Namun  otonomi  daerah  

mengandung  3  (tiga)  asas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, yaitu 

asas  desentralisasi, asas  dekonsentrasi  dan  asas  tugas  pembantuan  (medebewind) 

dilihat  dari  peranan  dewan  pewakilan  rakyat  daerah  (DPRD)  dimana  pemerintah  

pusat memberikan  sebagian  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  

mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  

masyarakat  setempat  sesuai  kewenangannya  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  

Republik  Indonesia  sebagaimana  dituangkan  dalam  UUD  1945  Pasal  18ayat  (1)  

yang  menyatakan  bahwa,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  

daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  daerah  kabupaten / 

kota  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten  dan  kota   mempunyai  pemerintahan  

daerah,  yang  diatur  dengan  Undang-undang. Dewan  perwakilan  rakyat  daerah  

yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah  lembaga  pewakilan  rakyat  daerah  

yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. di  

dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah  tersebut,  peranan  dewan  perwakilan  

rakyat  daerah  (DPRD)  sangat  kuat, oleh  karena  hal  tersebut  ini  dapat  dilihat  

dari 3 (tiga)  fungsi, yakni  fungsi  legislasi, fungsi  anggaran, dan  fungsi  

pengawasan  sebagaimana termuat  dalam  Undang-undang  No. 23  Tahun  2014  

yang  diubah  dengan  Perpu  No. 2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-

undang No. 23 Tahun 2014,  Pasal  149  ayat  (1)  dan  Undang-undan  No. 17  Tahun  

2014  Tentang  MPR, DPR, DPD, dan  DPRD  Pasal  365  ayat  (1). Maka  disini  

penulis  mencari  landasan  teori  untuk  menguatkan  peranan  dewan  perwakilan  

rakyat  daerah  (DPRD) dalam  melaksanakan  asas  otonomi  daerah  di  kabupaten  

merauke. Karena  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah, fungsi  DPRD  tersebut  

mengalami  kelemahan  yang  cukup  besar. Namun  ketika  fungsi  tersebut  harus  di 

perkuatkan oleh  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  dalam  mengatur  dan mengurus 

rumah tangga  daerahnya  sendiri  melalui  uji  coba  materi  muatan  perda  yang  

memuat hak-hak dasar orang hasli papua dapat menjadi lemah.
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KATA  PENGANTAR 
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selamat, karena atas berkat karunia dan anugerahnya  yang  tulus dan iklas selalu 

memberikan kekuatan terang Rohkudus sehingga dapat menyelesaikan ilmu hukum 

Tata Negara pada tepat waktunya.      

           Sikripsi ini  yang  berjudul  “PERANAN  DEWAN  PERWAKILAN  

RAKYAT DAERAH  (DPRD)  DALAM  MELAKSANAKAN  OTONOMI  

DAERAH  DI  KABUPATEN MERAUKE”, dan  diajukan untuk memenuhi salah 

satu syarat dalam  mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum 

Universitas  Kristen  Indonesia. 

          Dengan segala kekurangan dan keterbatasan  yang  ada pada penulis, sehingga 

penulis dapat menyadari bahwa sikripsi ini masih terdapat kekurangan, namun 

penulis berharap akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu 

pengetahuan hukum, baik sekarang maupun  di  masa  yang  akan datang. 

          Demikian dalam penulisan ilmu hukum initelah dicurahkan segenap 

kemampuan  yang  penulis miliki, sehingga penulis menyadari tanpa adanya bantuan 

dari berbagai pihak, penulisan ilmu hukum ini tidak akan pernah terwujud dengan 

baik. Oleh karena itu, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih atas bantuan para 

pembimbing dan perhatian dari semua pihak  yang  terlibat membantu dalam 

penulisan ilmu hukum ini kepadanya. 
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         Oleh karena itu, maka  saran  dan kritikan  yang  bersifat membangun dari 

semua pihak  yang  membaca penulisan ilmu hukum ini di harapkan oleh penulis  

agar  kedepan lebih baik lagi kegunaannya dan memperbaiki kekurangan yang  ada 

padanya penulis demi kesempurnaan sikripsi serta dapat menambah ilmu 

pengetahuan di dalam bidang ilmu hukum. 

          Akhir  kata  penulis, semoga sikripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak  

yang  akan membutuhkan dan membaca, serta mengetahuinya  agar  kedepan  lebih 

baik bagi kita semua. 
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